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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menentukan secara tegas bahwa Negara Kesatuan Republik 

Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin 

kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan 

kebenaran dan keadilan.1 Kepastian, ketertiban, dan perlindungan 

hukum menuntut bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan 

masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan 

dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum 

dalam masyarakat. 

Pada praktiknya negara tidak mungkin mengurusi setiap 

perbuatan hukum yang dilakukan oleh rakyatnya, untuk mengatasi 

keterbatasan dan tetap menjaga kehadiran negara dalam segenap 

lapangan hukum, maka negara harus memiliki perpanjangan tangan, 

untuk itulah negara mengangkat seseorang sebagai pejabat umum 

dalam pembuatan akta dan legalisasi segenap dokumen hukum.  

Oleh sebab itu Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(selanjutnya disebut PPAT)  adalah pihak yang ditetapkan negara 

 
1 Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia (Malang: Sinar 

Grafika, 2015).Hlm 29. 
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sebagai pejabat resmi kepada siapa seseorang dapat meminta 

jasanya berkenaan dengan perbuatan hukum yang dilakukannya 

agar dikeluarkan dokumen hukum atasnya. Notaris/PPAT yang 

diakui dan diberi kewenangan oleh negara untuk membuat 

dokumen autentik yang dikenal sebagai akta.  

Notaris telah ada dan dikenal dalam tradisi civil law sejak abad 

ke XI  artinya sistem civil law telah lebih dulu mengenal notaris dan 

mengakui perannya dalam lapangan hukum.2 Kata notaris berasal 

dari bahasa latin notarius. Profesi notaris merupakan profesi hukum 

yang mulia (nobile officium), yaitu jabatan yang terhormat, dan 

kewenangan-kewenangan. Notaris sangat membantu masyarakat 

dalam menjalankan kepentingannya terutama kepentingan di 

bidang keperdataan.3 

Secara nasional, ketentuan hukum untuk notaris baru 

diberlakukan pada abad millennium melalui Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah oleh 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 

 
2  M Adnan Yazar Zulfikar, ‘Perkembangan Judicial Review Terhadap Tindakan 

Pemerintah Di Indonesia : (Perbandingan Kelembagaan Antara Tradisi Hukum Civil Law Dan 

Common Law)’, Padjadjaran Law Review 3 (2015): 1–32. 

3 Andi Putra Marbun, ‘Tanggung Jawab Yuridis Notaris Dalam Penyimpanan Minuta 

Akta’, Media Bina Ilmiah 18, no. 2 (2023): 345–356. 
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(selanjutnya disebut UUJN). Salah satu konsep terpenting dalam 

ketentuan peraturan tersebut adalah kerja notaris.  

Definisi notaris dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN 

bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang ini. 4  Akta yang dibuat notaris 

memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sempurna dan diakui 

oleh siapapun,termasuk negara. 

Adapun kewenangan notaris dalam membuat akta autentik tidak 

terlepas dari kebutuhan masyarakat dalam melakukan perbuatan 

hukum yang dimuat di dalam perjanjian untuk menuangkan 

kepentingan para pihak dengan menjamin kepastian hukum dan 

juga perlindungan hukum bagi para pihak.5 Kewenangan notaris 

menurut Pasal 15 UUJN menyebutkan bahwa:  

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh 

peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh 

yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, 

menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, 

memberikan groose, Salinan dan kutipan Akta, semuanya itu 

 
4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ,LN. No. 117 Tahun 2004,Ps. 1 Ayat 1 

5 Indah Permatasari Kosuma, ‘Pertanggungjawaban Notaris Dalam Penyisipan Klausul 

Pelepasan Gugatan Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya’, Notaire 4, no. 1 (2021): 23, 

https://doi.org/10.20473/ntr.v4i1.25297. 
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sepanjang pembuatan Akta itu tidak ditugaskan tau dikecualikan 

kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”6 

Selain notaris, ada pula pejabat atau profesi yang berwenang 

untuk membuat akta otentik yaitu PPAT. Akta yang dibuat oleh PPAT 

dapat dijadikan alat bukti yang dapat menjamin adanya kepastian 

hukum. PPAT merupakan profesi yang sangat erat kaitannya dengan 

notaris, hingga kewenangan notaris dan PPAT terkadang 

menimbulkan kekaburan makna atau kekaburan hukum (vague 

norm). Terlebih salah satu kewenangan notaris dan PPAT adalah 

membuat akta berkaitan pertanahan. 

Pengertian PPAT berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 atas perubahan Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PP PPAT) adalah pejabat 

umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik 

mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau 

hak milik atas satuan rumah susun.  

Wewenang PPAT menurut Pasal 2 angka 1 menurut PP PPAT 

tersebut yaitu bertugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan 

pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah 

 
6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ,LN. No. 117 Tahun 2004,Pasal. 15. 
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dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah 

atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar 

bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang akan 

diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. 

Akta PPAT dibuat sebagai tanda bukti yang berfungsi untuk 

memastikan suatu peristiwa hukum dengan tujuan menghindarkan 

sengketa. Oleh karena itu pembuatan akta harus sedemikian rupa, 

artinya jangan memuat hal-hal yang tidak jelas agar tidak 

menimbulkan sengketa di kemudian hari. Definisi yang demikian 

panjang dan juga kewenangannya mengenai notaris/PPAT 

menunjukkan pentingnya peran dan pengakuan terhadap dokumen 

hukum yang dikeluarkan atau dibuat oleh notaris/PPAT.7 

Pada praktiknya notaris/PPAT bukan hanya sebagai pejabat 

umum yang berwenang untuk mengeluarkan dokumen hukum, 

tetapi juga memberikan nasihat hukum terkait dengan perbuatan 

hukum dan akta yang diminta. Keberadaan notaris/PPAT 

disebabkan oleh pengakuan negara kepadanya sebagai pejabat 

umum dan yang jasanya dibutuhkan oleh masyarakat. 8  Sebagai 

 
7 Yalid & Birman Simaora, ‘Konflik Norma Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta 

Dengan Kewajiban Melaporkan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan’, Era Hukum Jurnal 

Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara 19, no. 2 (2021): 16–39. 

8 M Syahrul Borman, ‘Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif 

Undang Undang Jabatan Notaris’, Jurnal Hukum Dan Keno 3, no. 1 (2019): 74–83. 
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pejabat umum, notaris diangkat oleh Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia, sedangkan PPAT diangkat oleh 

Kementerian ATR /BPN. 

Notaris/PPAT merupakan pekerjaan swasta yang terikat dengan 

peraturan jabatannya dan selanjutnya notaris/PPAT bebas dalam 

menjalankan profesinya karena notaris/PPAT diangkat dan 

diberhentikan oleh pemerintah, namun notaris/PPAT tidak 

menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, pendapatan yang 

notaris/PPAT peroleh dari honorarium yang didapat dari pengguna 

jasa notaris/PPAT yang datang.9 

Setiap pengguna jasa berhak merasa aman dan terjamin dalam 

mendapat kepastian hukum terhadap kerahasiaan informasi yang 

mereka berikan, terutama menyangkut transaksi keuangan yang 

dilakukan dengan penyedia jasa keuangan, salah satunya 

notaris/PPAT Sehingga notaris dan PPAT merupakan profesi yang 

diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan para pihak. Peraturan 

perundang-undangan di Indonesia mengenal rahasia jabatan 

dimana setiap pengemban jabatan itu harus memegang teguh 

amanah kerahasiaan karena jika rahasia itu dibuka bisa berimplikasi 

pidana kepada pejabat.  

 
9 Pusat Ikatan Notaris Indonesia Pengurus, Jati Diri Notaris Indonesia, ed. Anke Dwi 

Sapto (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008).Hlm.7 
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Notaris/PPAT sebelum menjalankan jabatannya, wajib 

mengucapkan sumpah jabatan notaris/PPAT yang salah satu janjinya 

adalah berjanji akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang 

diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya.10 Pada Pasal 16 angka 1 

huruf f UUJN menyatakan bahwa salah satu kewajiban notaris/PPAT 

adalah, notaris/PPAT wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai 

akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna 

pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan.11  

Pengecualian terhadap kewajiban tersebut dapat dilakukan 

dalam ketentuan tertentu saja sebagaimana dengan terbitnya 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 atas perubahan dari 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang pihak pelapor 

dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian 

uang (selanjutnya disebut PP 61/2021), notaris/PPAT digolongkan 

sebagai profesi yang wajib memberikan laporan terkait transaksi 

keuangan mencurigakan (selanjutnya disebut TKM) kepada pusat 

pelaporan analisis transaksi keuangan (selanjutnya disebut 

PPATK).12 Meskipun terdapat pengecualian, keharusan melaporkan 

 
10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ,LN. No. 117 Tahun 2004, Pasal 4. 

11 Ibid., Pasal 16 ayat 1 huruf f. 

12  Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah No. 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 8 Ayat 3. 
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TKM tersebut juga dapat dikatakan menyalahi prinsip rahasia 

jabatan yang diamanahkan kepada para notaris/PPAT. 

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang (selanjutnya disebut 

UU PPTPPU 8/2010) menjelaskan bahwa TKM meliputi transaksi 

keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau 

kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan, 

transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan 

dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang 

bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai 

dengan ketentuan undang-undang ini, transaksi keuangan yang 

dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta 

kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana atau 

transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh 

pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga 

berasal dari hasil tindak pidana.13 

Transaksi mencurigakan disini contohnya seperti apabila terjadi 

kecurigaan notaris/PPAT bahwa para penghadap tersebut tidak 

sesuai dengan profilnya. Seperti ada suatu kasus dimana ada salah 

seorang penghadap ingin mendirikan suatu Perseroan Terbatas (PT) 

 
13 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang, LN. 2010/ No. 122 , TLN NO. 5164 , Pasal 1 Ayat 5 Huruf a. 
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dengan kepemilikan saham yang tinggi, disaat dicari tahu lebih 

lanjut ternyata penghadap tersebut masih berstatus mahasiswa, 

yang perlu dipertanyakan uang ini berasal dari mana untuk 

seukuran mahasiswa yang belum memiliki penghasilan. Dari sini 

dapat kita lihat pentingnya notaris/PPAT mengetahui asal muasal 

dari pengguna jasa nya untuk kepentingan ini yang bertujuan untuk 

mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak 

pidana pendanaan terorisme. 

Namun dengan adanya peraturan UU PPTPPU 8/2010 

menimbulkan problematika tersendiri bagi notaris/PPAT karena ada 

pertentangan pendapat di kalangan notaris/PPAT pada satu sisi 

berdasarkan norma yang terdapat UUJN dan kode etik tersebut, jelas 

menyebutkan bahwa notaris notaris/PPAT wajib menyimpan rahasia 

terkait dengan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam 

pelaksanaan jabatan. Namun di sisi lain, kepastian dalam 

menyimpan rahasia jabatan ini menjadi permasalahan ketika 

notaris/PPAT mempunyai kewajiban dalam menyampaikan laporan 

terhadap transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan PP 61/202. 

Pada dasarnya notaris/PPAT sebagai pejabat umum hanya 

memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik berupa 

perjanjian, berkaitan dengan asal usul uang yang digunakan oleh 
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para pihak tidak menjadi kewenangan notaris/PPAT untuk 

melakukan hal tersebut. Kewenangan untuk melakukan pelacakan 

terhadap transaksi  mencurigakan adalah kewenangan dari PPATK. 

Jabatan yang dipangku oleh notaris/PPAT adalah jabatan 

kepercayaan (vertrouwensambt) dan justru oleh karena itu 

seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai 

seorang kepercayaan (vertrouwenspersoon)14, notaris/PPAT memiliki 

kewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan 

kepadanya. 

Notaris/PPAT tidaklah bebas untuk memberitahukan apa yang 

diberitahukan kepadanya selaku notaris/PPAT oleh pengguna 

jasanya  pada waktu diadakan pembicaraan-pembicaraan sebagai 

persiapan untuk pembuatan suatu akta, sekalipun tidak semuanya 

dicantumkan dalam akta. Kewajiban untuk merahasiakannya, selain 

diharuskan oleh undang-undang, juga oleh kepentingan 

notaris/PPAT itu sendiri. Seorang notaris/PPAT yang tidak dapat 

membatasi dirinya akan mengalami akibatnya dalam praktek yaitu 

ia akan segera kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi 

dianggap sebagai orang kepercayaan (vertrouwenspersoon).15 

 
14 Indonesia Legal Center Publishing For Law and Justice Reform, Kamus Hukum 

(Jakarta:Indonesia Legal Center Publishing For Law and Justice Reform, 2008) Hlm.197. 

15 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Regtemen) (Jakarta: 

Erlangga, 1996).Hlm.118. 
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Akibat yang didapat oleh notaris/PPAT salah satunya di aspek 

sosial adalah menurunnya kepercayaan pengguna jasa notaris/PPAT 

terhadap profesinya karena terkait dengan kerahasiaan jabatan 

notaris/PPAT. Akibat tersebut memerlukan perlindungan hukum 

yang memadai keseimbangan dengan kewajiban yang dibebankan 

kepada Notaris/PPAT untuk membuka rahasia jabatan dalam 

menjalankan kewajibannya melaporkan transaksi mencurigakan.16 

Munculnya PP 61/2021 sebagai ketentuan yang mewajibkan 

notaris/PPAT untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan 

terhadap penghadap, didasari dari penelitian PPATK karena profesi 

notaris/PPAT rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana 

pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan 

asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana 

dengan cara berlindung di balik ketentuan kerahasiaan hubungan 

profesi dengan pengguna jasa. Dalam hal ini profesi notaris/PPAT 

dimanfaatkan sebagai gatekeeper oleh pelaku pencucian uang 

(white collar crime). 

Tujuan pembuat peraturan perundang-undangan yang 

menetapkan notaris/PPAT sebagai salah satu pihak pelapor menurut 

 
16 Romli Atmasasmita, ‘Rahasia Dalam Jabatan Notaris Dan Transparansi Dalam Kaitan 

Tindak Pidana Pencucian Uang’, in Seminar Nasional Rahasia Jabatan VS Keterbukaan Informasi, 

2017, 1. 
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PP 61/2021 merupakan kebijakan untuk menutup celah hukum yang 

dimanfaatkan pelaku tindak pidana pencucian uang yang 

berlindung di balik ketentuan hukum kerahasiaan hubungan profesi 

dengan pengguna jasanya sehingga dibuat aturan hukum perluasan 

pelaporan oleh profesi hukum termasuk notaris/PPAT. 17  Hal ini 

sejalan dengan kepentingan negara untuk menerapkan standar 

rezim anti pencucian uang internasional demi stabilitas 

pembangunan nasional. 

Kejahatan atau tindak pidana pencucian uang diatur jelas dalam 

UU PPTPPU 8/2010. Pengertian pencucian uang menurut ketentuan 

Pasal 1 angka 1 UU PPTPPU 8/2010 adalah segala perbuatan yang 

memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan 

dalam undang-undang ini.  

Adapun unsur-unsur tindak pidana ini dapat ditemukan 

berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU PPTPPU 8/2010, yang berbunyi : 

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, 

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, 

membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan 

dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas 

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 angka 1 dengan tujuan menyembunyikan atau 

menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak 

pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 

 
17 Tian Terina and Rendy Renaldy, ‘Problematika Kewajiban Notaris Dalam Melaporkan 

Transaksi Keuangan Mencurigakan’, Reportorium:Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 9, no. 1 

(2020): 23–35, https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.606. 
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(dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah).” 

Para pelaku tindak pidana ini pada umumnya berusaha 

menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang 

merupakan hasil dari tindak pidana agar sulit ditelusuri oleh aparat 

penegak hukum sehingga leluasa memanfaatkan harta kekayaan 

tersebut untuk kegiatan yang sah ataupun tidak sah. 

Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas 

dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tapi juga 

dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Masalahnya semakin rumit karena ketentuan dalam Pasal 8 angka 

1 yang mewajibkan notaris/PPAT memberikan laporan kepada 

PPATK merupakan ketentuan lanjutan dari Pasal 17 UU PPTPPU 

8/2010 yang menegaskan ketentuan mengenai pihak pelapor selain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan 

pemerintah.18 Ketentuan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk 

memasukkan notaris/PPAT sebagai pelapor yang wajib melakukan 

pelaporan kepada PPATK apabila menemui transaksi keuangan yang 

 
18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang, LN No.122 Tahun 2010, TLN No.5164, Pasal 7 ayat 2  
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mencurigakan. 

Pada praktiknya dalam hal notaris/PPAT sebagai pihak pelapor 

akan membuat posisi notaris/PPAT menjadi sulit ketika ada klien 

yang keberatan. Notaris/PPAT dilema memposisikan dirinya sebagai 

seorang yang memegang jabatan kepercayaan tetapi juga sebagai 

pengemban profesi hukum yang wajib mematuhi peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini termasuk 

ketentuan PP 61/2021. 

Maka begitu secara langsung notaris dan PPAT juga akan terikat 

dengan sanksi yang ditegaskan pada Pasal 4 UU PPTPPU 8/2010: 

"Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal 

usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau 

kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana 

karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara 

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)” 

Mengikuti ketentuan UU PPTPPU 8/2010, profesi notaris/PPAT 

dapat dikategorikan sebagai turut serta dalam tindak pidana 

pencucian uang bila tidak memberikan laporan terkait transaksi 

keuangan mencurigakan. Sehingga hal ini menimbulkan dilema 

terkait peran notaris/PPAT dalam mengikuti dua ketentuan tersebut. 

di satu sisi, notaris/PPAT diharuskan untuk tunduk pada prinsip 

reciprocal trust, sementara pada sisi lain terdapat ketentuan yang 
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mewajibkan notaris/PPAT untuk melaporkan apabila terdapat 

transaksi keuangan mencurigakan pengguna jasanya, hal ini pada 

akhirnya membuat notaris/PPAT tidak dapat melaksanakannya 

secara penuh sehingga ketentuan yang mewajibkan notaris/PPAT 

untuk memberikan laporan kepada PPATK tidak optimal. Apalagi, 

kewajiban tersebut menimbulkan potensi untuk kehilangan 

kepercayaan pengguna jasanya.  

Maka dari itu karena adanya kesenjangan penerapan antara 

UUJN dan PP 61/2021, penulis ingin meneliti bagaimana implikasi 

dari kewajiban notaris/PPAT sebagai pihak pelapor dalam 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan 

bagaimana perlindungan hukum untuk menjaga rahasia 

jabatan terkait kewajiban notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor. 

Objek Penelitian ini belum ada yang meneliti sehingga penulis 

ingin melakukan penelitian dengan judul “IMPLIKASI DAN 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS/PPAT UNTUK 

MENJAGA RAHASIA JABATAN TERKAIT KEWAJIBAN SEBAGAI 

PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN 

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dapat 

dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana implikasi dari kewajiban notaris/PPAT sebagai 

pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana pencucian uang? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris/PPAT 

untuk menjaga rahasia jabatan terkait kewajiban 

notaris/PPAT sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang? 

C. Tujuan Penelitian  

Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar mengenai 

sasaran yang hendak dicapai dan memberikan arah dalam 

pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai 

penulis melalui penelitian ini adalah: 

a. Untuk menganalisis implikasi dari kewajiban notaris/PPAT 

sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana pencucian uang. 

b. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap 

notaris/PPAT untuk menjaga rahasia jabatan terkait 

kewajibannya sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 
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D. Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi pembaca yang bersifat teoritis maupun praktis 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, 

khususnya di bidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum 

khususnya pada bidang kenotariatan mengenai masalah 

implikasi dan perlindungan hukum terhadap notaris/PPAT untuk 

menjaga rahasia jabatan terkait kewajibannya sebagai pihak 

pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang. 

2. Manfaat Praktis 

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberi 

masukan dan sumber informasi bagi pihak pihak antara lain : 

a. Bagi Pemerintah  

Bagi pemerintah sebagai pembentuk peraturan 

perundang-undangan, yaitu sebagai bahan evaluasi 

yang akan dijadikan dasar dalam merevisi atau 

menambahkan norma baru dalam peraturan 

perundang-undangan yang ada, atau membuat 
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peraturan perundang-undangan yang ada atau membuat 

peraturan pelaksana atau produk peraturan 

perundang-undangan baru yang lain khususnya terkait 

dengan kewajiban notaris/PPAT sebagai pihak pelapor 

dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang. 

b. Notaris/PPAT 

Bagi notaris/PPAT, yaitu sebagai pedoman teoritik normatif 

dan praktik terkait dengan kewajiban notaris/PPAT sebagai 

pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana pencucian uang dan juga diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan bagi 

praktisi di bidang hukum khususnya profesi notaris/PPAT. 

c. Masyarakat  

Bagi Masyarakat, yaitu sebagai bahan pembelajaran dan 

juga kepastian hukum demi menghindari akibat hukum atas 

dugaan atau indikasi tindak pidana pencucian uang. 

E. Kerangka Teori 

Kerangka teori dalam penelitian ini dijadikan sebagai 

landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian yang 

digunakan untuk mengkaji permasalahan. Adapun teori teori 
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yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :  

1. Grand Theory 

Pada penelitian ini Grand Theory yang digunakan 

adalah teori kepastian hukum. Kepastian hukum terdiri dari 

dua kata yaitu kepastian dan hukum. Kepastian sendiri 

merupakan suatu keadaan yang pasti, atau bisa diartikan juga 

sebagai ketentuan atau ketetapan. Secara hakiki hukum haruslah 

bersifat pasti dan adil, hanya dengan adil dan pasti hukum 

barulah bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. 

Kepastian hukum pun merupakan pertanyaan yang hanya dapat 

dijawab secara normatif, tidak secara sosiologi.19 

Sedangkan hukum memiliki arti tersendiri. Hans 

Kelsen 20 berpendapat, hukum adalah sebuah norma. Norma 

merupakan pernyataan yang menitikberatkan pada aspek das 

sollen atau seharusnya. Norma sendiri merupakan produk buatan 

manusia, contoh konkrit dari sebuah norma adalah sebuah 

Undang-Undang yang memuat aturan-aturan yang menjadi 

pedoman bertingkah laku dalam suatu masyarakat yang 

mengatur hubungan antar individu, maupun hubungan individu 

 
19  Rato Dominikus, Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum 

(Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).Hlm 59. 

20 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, 6th ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Grup, 2014). Hlm 158. 
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dengan kelompok. Norma dalam hal ini menjadi batasan bagi 

masyarakat. Dengan adanya aturan tersebut barulah terwujudnya 

kepastian hukum. 

Kepastian hukum menurut Utrecht 21  memiliki dua arti. 

Pertama, adanya aturan umum memungkinkan orang untuk 

mengetahui tindakan mana yang dapat atau tidak dapat 

dilakukan. Kedua, memberikan perlindungan hukum kepada 

orang-orang dalam bentuk pencegahan atas tindakan 

sewenang-wenang pemerintah, karena ada aturan yang 

memungkinkan atau berpotensi orang untuk mengetahui apa 

yang negara dapat paksakan atau lakukan pada rakyat. 

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu 

peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena 

mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak 

menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis.22 

Berdasarkan pandangan atau pengertian dari beberapa ahli 

diatas mengenai kepastian hukum, maka kepastian mempunyai 

beberapa arti yaitu diantaranya adanya kejelasan, tidak 

menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan 

 
21  Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2014).Hlm 23. 

22 Christine; S. T. (2009). Kansil; and Kansil; Engelien R; Palandeng dan Godlieb N 

Mamahit, Kamus Istilah Aneka Hukum, Jela Perma (Jakarta, 2009).Hlm 385. 
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dapat dilaksanakan. Hukum itu sendiri harus berlaku tegas di 

dalam masyarakat, dan mengandung keterbukaan, sehingga 

siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. 

Kewenangan notaris/PPAT sebagai pejabat untuk membuat 

akta otentik telah dinormakan dalam UUJN khususnya pada Pasal 

1 angka 1 sehingga penormaan tersebut merupakan bentuk 

kepastian hukum bagi notaris/PPAT agar memberi kemanfaatan 

dan keadilan bagi para pihak yang membutuhkan jasa 

notaris/PPAT membuat akta otentik atas kehendak para pihak 

tersebut. Sejalan dengan itu UU PPTPPU 8/2010 memberi 

kewajiban baru bagi notaris/PPAT menjadi pihak pelapor dalam 

rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang. 

Di sisi lain, kewajiban baru notaris/PPAT ini bukan 

merupakan salah satu dari kewajiban-kewajiban notaris/PPAT 

sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN. Oleh karena 

dalam penelitian ini digunakan teori kepastian hukum untuk 

mengkaji kepastian hukum bagi notaris/PPAT dalam 

menjalankan kewajibannya dan kepastian terhadap rahasia 

pengguna jasa. Hal ini untuk mengetahui kewajiban 

notaris/PPAT sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan 
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pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang akan 

penulis bahas di Penelitian ini sudah menimbulkan kepastian 

hukum atau belum bagi para notaris/PPAT dan pengguna jasa, 

ketidaksinkronan pengaturan dari kedua undang-undang 

tersebut perlu dianalisis menggunakan teori kepastian hukum. 

2. Middle Range Theory 

Middle range theory yang digunakan adalah teori 

perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo23, perlindungan 

hukum adalah memberikan dukungan terhadap hak asasi 

manusia (selanjutnya disebut HAM) yang dirugikan orang lain 

dan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua 

hak-hak yang diberikan oleh hukum. Adapun menurut Philipus 

M.Hadjon 24  bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat 

merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan 

represif. Perlindungan hukum preventif memiliki tujuan sebagai 

pencegahan terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan 

pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan 

berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan 

untuk mencegah terjadinya sengketa, serta penanganannya 

 
23 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Kalimantan Tengah: Citra Aditama Bakti, 2006).Hlm 

69. 

24 Ibid, .Hlm 54. 
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dalam lembaga peradilan. 

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa  

perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya 

fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni 

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan 

hukum diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan 

hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk 

yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak 

tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Maka 

melalui Teori ini, penulis gunakan dalam menjelaskan upaya 

perlindungan hukum terhadap notaris/PPAT untuk menjaga 

rahasia jabatan terkait kewajiban sebagai pihak pelapor dalam 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 

3. Applied Theory 

Applied Theory yang digunakan adalah teori kewajiban 

hukum. Teori ini merupakan suatu kewajiban atau keharusan 

yang di mana setiap orang wajib mentaati peraturan hukum yang 

ada. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans Kelsen25 bahwa 

konsep kewajiban awalnya adalah suatu konsep moral yang 

spesifik dan merupakan pengertian norma moral dalam 

 
25 Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, 1st ed. (Jakarta: Konstitusi 

Press, 2006).Hlm.55. 



24 

 

hubungannya dengan individu yang tindakannya diperintahkan 

atau dilarang. 

Konsep kewajiban hukum ini merupakan pasangan dari 

konsep norma hukum, bahkan juga pada awal karyanya Hans 

Kelsen menyebutkan norma hukum juga sebagai kewajiban 

hukum karena dalam setiap norma selalu menimbulkan 

kewajiban hukum tertentu.26  

Adapun keterkaitan teori kewajiban hukum dalam Applied 

Theory ini akan menjelaskan kewajiban yang akan dihadapi oleh 

Notaris/PPAT, yang merupakan implikasi dari adanya PP 61/2021 

sebagai peraturan pelaksana dari UU PPTPPU 8/2010 dengan 

kewajiban notaris/PPAT dalam menjaga rahasia sebagaimana 

diatur dalam UUJN. Oleh karena itu, apabila kewajiban tersebut 

tidak dilaksanakan dengan baik atau sebagaimana mestinya oleh 

Notaris/PPAT dapat dilakukan sanksi. 

F. Definisi Konseptual 

Konseptual penting dirumuskan agar tidak adanya 

kesalahpahaman dalam mengartikan maksud penulisan. Konseptual 

ini merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping yang 

 
26 Maharani, Putri Intan Nurhaliza, Waluyo, ‘Tinjauan Sanksi Pelanggaran Kode Etik 

Jabatan Notaris Dalam Teori Penyusunan Produk Hukum Yang Baik’, Jurnal Demokrasi Dan 

Ketahanan Nasional 1, no. 3 (2022): 436–48. 
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lainnya, seperti asas dan standar. Oleh karena itu kebutuhan untuk 

membentuk konseptual merupakan salah satu dari hal-hal yang 

dirasa penting dalam hukum. Konseptual adalah suatu konstruksi 

mental, yaitu suatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan 

dalam pikiran penelitian untuk keperluan analisis. Oleh karena itu 

untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus 

didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional 

diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah 

ditentukan, yaitu: 

1. Implikasi   

Menurut Silalahi27, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari 

adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat 

bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi 

sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut. Maka 

yang dimaksud dengan implikasi dalam penelitian ini adalah 

suatu akibat yang terjadi atau ditimbulkan pelaksanaan 

kebijakan atau program tertentu bagi sasaran pelaksanaan 

program baik yang bersifat baik atau tidak baik. 

2. Perlindungan Hukum  

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus 

 
27 Cicik Nawang Putri, Helmi Alwi, and Budi Suharto, ‘Bersekongkol Membubarkan Komisi 

Pemberantasan Korupsi’, ’Adalah 4, no. 3 (2020): 73–83. 
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diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan 

jaminan perlindungan terhadap hak-hak Notaris dan PPAT 

dengan pelaksanaan tugas jabatannya seperti rasa aman, baik 

secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai 

ancaman dari pihak manapun dalam melaksanakan tugasnya.28 

3. Rahasia Jabatan 

Notaris dan PPAT harus merahasiakan seluruh isi akta dan 

keterangan yang ia peroleh selama pembuatan akta walaupun 

pernyataan tersebut tidak dituliskan dalam akta.29 

4. Pihak Pelapor  

Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau 

keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana 

yang akan, sedang, atau telah terjadi.30 

5. Tindak Pidana Pencucian Uang  

Tindak pidana pencucian uang adalah tindakan dari setiap orang 

yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, 

lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang 

sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut 

 
28 CST Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai 

Pustaka. Hlm. 102. 

29 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang N0.30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf a. 

30 Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undnag Undang Nomor 2014 

tentang perlindungan saksi dan korban, LN.2014/No. 293, TLN No. 5602. 
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diduganya merupakan hasil tindak pidana yang sesuai kriteria. 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian  hukum 

normatif. Penelitian normatif merupakan suatu penelitian yang 

menguji norma atau ketentuan  yang  berlaku. 31  Menurut  

Achmad Ali 32 , kajian normatif hukum ini memfokuskan 

kajiannya dengan cara memandang hukum sebagai  suatu  

sistem  yang  utuh  yang mencakup seperangkat asas 

hukum, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum baik 

secara tertulis maupun tidak tertulis. 

Penelitian hukum normatif yang tertulis dikaji pula dari 

berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, 

struktur atau komposisi, konsistensi,  penjelasan  umum  

serta  penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan  kekuatan  

mengikat  suatu undang- undang serta bahasa yang 

digunakan ialah bahasa hukum.  

Penelitian hukum yang normatif menggunakan sumber  

data  sekunder  dan  bersifat  deskriptif-analitis  yang  

 
31 Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Yogyakarta: 

Mirra Buana Media, 2021). Hlm 133. 

32 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofi Dan Sosiologis (Jakarta: 

Gunung Agung, 2002). Hlm 7. 
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berasal  dari  buku- buku,  peraturan  perundang- 

undangan,  teori-teori  hukum,  dan pendapat para ahli 

hukum.33 Penelitian ini bersifat deskriptif- analitis dimana 

mendeskripsikan atau menggambarkan gejala-gejala 

hukum yang lengkap sesuai fakta hukum yang ada dan 

kemudian dianalisis. 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan  

tesis ini adalah: 

a. Pendekatan Perundang-Undangan ( Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk 

meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus 

penelitian,34 untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan 

hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi 

yang bersangkut paut dengan kewajiban Notaris/PPAT 

sebagai pihak pelapor dan juga menjaga rahasia jabatan. 

Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan 

bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan 

kesesuaian antara suatu undang-undang dengan 

 
33 Ibid. 

34 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 1st ed. (Malang: 

Bayumedia Publishing, 2005). Hlm 302. 
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undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan 

Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan 

undang-undang.35 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan- 

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam 

ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin 

dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang 

melahirkan pengertian pengertian hukum, konsep-konsep 

hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang 

dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut 

merupakan sandaran untuk membangun argumentasi hukum 

dalam memecahkan isu yang dihadapi. 36  Pendekatan 

konseptual digunakan untuk memahami pandangan- 

pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya 

dengan keabsahan dan kewajiban notaris/PPAT sebagai pihak 

pelapor dan juga kewajiban notaris/PPAT menjaga rahasia 

jabatan. 

3. Bahan Hukum Penelitian 

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder. 

 
35 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit. Hlm. 93. 

36 Marzuki, Op.Cit..Hlm 95. 
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Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari 

bahan kepustakaan. 37  Untuk memecahkan isu hukum secara 

preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian 

yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 38 

Dalam penelitian ini menggunakan sumber-sumber 

penelitian berupa bahan-bahan hukum yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer (bahan-bahan hukum yang mengikat): 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);  

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah; 

 
37 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Citra Adit (Bandung, 2004). 

Hlm 122. 

38 Ibid. 
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4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang 

Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang;  

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 

Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali 

Pengguna Jasa Bagi Notaris; dan  

7. Peraturan-peraturan operasional lainnya. 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan 

yang berhubungan dengan bahan primer. Bahan hukum 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber 

dari bahan-bahan kepustakaan seperti karya ilmiah, buku 

buku dan literatur tertulis para ahli yang relevansi dengan isu 

hukum dalam penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder dimana bahan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa 
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kamus-kamus, artikel, surat kabar ataupun internet dan 

sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam 

penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan 

mutakhir. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum diperoleh melalui 

studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yaitu bahan 

hukum primer, bahan sekunder, maupun bahan hukum tersier 

untuk kemudian dihimpun, dianalisis, dan dilakukan klasifikasi. 

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum 

Terhadap data sekunder, bahan-bahan hukum diolah dengan 

melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan 

perundang-undangan yang ada relevansinya dengan kewajiban 

notaris/PPAT sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Setelah 

memperoleh bahan-bahan hukum dari studi kepustakaan, maka 

dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan 

dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan 

hukum tertulis.39 

 
39 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2010).Hlm 147. 



33 

 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan 

analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan 

menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk 

kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta 

efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi 

bahan hukum.40 Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis 

kewajiban notaris/PPAT sebagai pihak pelapor dalam 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, 

untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), 

menganalisa, serta menilai bahan hukum baik dari segi substansi 

maupun relevansi substansinya.  

7. Teknik Penarikan Kesimpulan  

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan 

logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir dimana dari 

pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat 

khusus.41 Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir 

deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. 

Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), 

dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam 

 
40 Ibid, .Hlm 127. 

41 Abdul Kadir Muhammad,Op.Cit..Hlm 8. 
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aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan 

diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang 

dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas 

permasalahan hukum.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum.Hlm 120. 
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